
BUPATI TAPIN 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN 

NOMOR 03 TAHUN 2015 
 

TENTANG 
 

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN 
NOMOR 12 TAHUN 2003 

TENTANG 

PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH RUHUI RAHAYU 
KABUPATEN TAPIN 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI TAPIN, 

Menimbang  : a. bahwa Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu 
Kabupaten Tapin didirikan berdasarkan 
Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 

Tahun 2003 tentang Pembentukan Perusahaan 
Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin, yang 
secara ekonomi sudah tidak prospektif dan saat 
ini tidak menjalankan usahanya lagi, sehingga 
perlu dilakukan pembubaran dengan melalui 
Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin 
Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pembentukan 
Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten 
Tapin;  

b. bahwa pembubaran sebagaimana dimaksud 
dalam huruf b, dilaksanakan berdasarkan 
Laporan Hasil Likuidasi Perusahaan Daerah 
Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin Tahun 2012 dari 
Kantor Hukum DR. Masdari Tasmin, SH.,MH., 
selaku Likuidator, sesuai Surat Nomor : 
177/MTN-B/177/2012 tanggal 20 Desember 
2012, perihal Laporan Pertanggungjawaban 
Likuidator Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu;  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin 
Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pembentukan 
Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten 
Tapin; 

 
 
 
 
 
 

SALINAN 



 2 

Mengingat  :   1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, 
Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II 
Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2756); 

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4279); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587), sebagaimana telah  diubah  dengan 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5657); 

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601); 
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
165,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4593); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara 
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5533); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengeloaan Keuangan 
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloaan 
Keuangan Daerah; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 
2014 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah; 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor  04 
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten Tapin; 
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14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 

Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan 
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin 
Nomor 01 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga 
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 
05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi 
dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten 
Tapin; 

15. Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum 
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Tapin; 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN 

 

dan 
 

BUPATI TAPIN 
 
 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN NOMOR 
12 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN 

PERUSAHAAN DAERAH RUHUI RAHAYU 
KABUPATEN TAPIN. 

 
 
 

Pasal  1 

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2004 Seri E 
No. Seri 02), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal 2 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 
Daerah Kabupaten Tapin. 
 
 
 

Ditetapkan di Rantau 
     pada tanggal 22 April 2015 

                                           
         BUPATI TAPIN, 

  
 

                                                ttd 

                                      
                                        M. ARIFIN ARPAN 

 

Diundangkan di Rantau 
pada tanggal 22 April 2015 
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN, 

 
     

     ttd 

 

RAHMADI 

 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2015 NOMOR 03 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (46/2015) 
 


